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KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas 111 Kupang periode tahun 2020-2024 merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang berisikan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan
yang mendukung pelaksanaan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Kegiatan
yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang periode tahun 2020 - 2024
berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen
DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I11 Kupang.

Diharapkan dokumen Rencana Aksi Kegatan (RAK) ini dapat dijadikan sebagai acuan
di dalam pencapaian indikator kinerja KKP Kelas Il Kupang baik untuk periode tahunan
maupun periode lima tahunan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Saran yang bersifat membangun
sangat diharapkan guna peningkatan pencapaian kinerja KKP Kelas 111 Kupang ditahun

mendatang.
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Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
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KEPALA KKP KUPANG

“Amy
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan
jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJIMN 2020-2024 akan memengaruhi
pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan
mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas
(Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun  2020-2024 vyaitu
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama
dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan.
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan
yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan
pengendalian penyakit di pintu masuk negara yakni melalui upaya kekarantinaan yang
dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok
(tupoksi) KKP maka diperlukan penyusunan perencanaan kegiatan yang baik dan
berkesinambungan sesuai dengan rencana strategis dan rencana aksi program Ditjen P2P.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi
(Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020
tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon |
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon Il atau satuan Kkerja

menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
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A. Kondisi Umum
1. Capaian Kinerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang telah berhasil mencapai target dan
indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2019 KKP Kelas Il Kupang telah berhasil
mencapai target dari 12 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 116,07%
dimana terdapat 5 (lima) indikator dengan capaian kinerja lebih dari 100% dan 4
(empat) indikator dengan capaian kinerja 100%, dan ada 2 (dua) indikator dengan
capaian kinerja <100%.

Indikator yang capaian kinerjanya lebih dari 100% antara lain ; Indikator
jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan realisasi
capaian 163,67%, Persentase respon sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB, dan
Bencana di wilayah layanan KKP dengan realisasi 147,4%. Indikator jumlah deteksi
dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 210,81%. Indikator
jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan
realisasi sebesar 121,81%/ Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi dengan realisasi sebesar 122,22%.

Selanjutnya 4 (empat) indikator dengan realisasi capaian 100% adalah
indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, jumlah
dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, indikator jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi khusus, dan indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya dengan
realisasi <100% adalah indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vector pada
wilayah perimeter dan buffer area dan indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P.

Beberapa penghargaan berhasil diperoleh KKP Kelas Il Kupang pada tahun
2019 diantaranya yaitu :

- Penghargaan dari PT. Garuda Indonesia (Tbk) Vp.operation planning and
control untuk kontribusi station and service delivery and on time performance
tahun 2019 yang diberikan terhadap KKP Kelas Il Kupang Wilayah Kerja
Bandar Udara El Tari.
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2. Sumber Daya
Adapun faktor internal keberhasilan pencapaian Kinerja ini yaitu sumber daya
yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Kupang diantaranya
sebagai berikut
a. Sumber Daya Manusia
Pegawai KKP Kelas Il Kupang tahun 2019 sebanyak 111 orang yang terdiri
dari 78 orang (70,3%) Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 33 orang (29,7%) pegawai

honorer.
Grafik 1.1
Distribusi Pegawai KKP Kelas I11 Kupang Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2019

B ASN = Pegawai
Honorer

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa dari 111 pegawai di KKP Kelas
I11 Kupang pada tahun 2019, ada sebanyak 70,3% Aparatur Sipil Negara (ASN),

dan sebanyak 29,7% pegawai honorer.
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Grafik 1.2
Distribusi Pegawai KKP Kelas 111 Kupang
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2019
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Dari grafik diatas terlihat bahwa ada sebanyak 4 (empat) orang pegawali
struktural, 15 orang dengan jabatan fungsional tertentu, dan 59 orang dengan
jabatan fungsional umum dan 33 orang pegawai honorer.

Grafik 1.3
Distribusi Pegawai KKP Kelas 111 Kupang
Berdasarkan Penempatan Dinas Tahun 2019
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 40 orang (36%) berdinas
di kantor induk KKP Kelas Il Kupang, 11 orang (10%) berdinas di Bandara El
Tari Kupang dan 13 orang (12%) di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tenau. Wilayah
kerja pelabuhan laut Bolok sebanyak 4 orang (3.6%), wilayah kerja pelabuhan laut
Rote sebanyak 3 orang (2,7%), wilayah kerja Atapupu 3 orang (2.7%), wilayah
kerja pelabuhan laut Wini/PLBN Wini sebanyak 3 orang (2,7%), wilayah kerja
PLBN Napan sebanyak 3 orang (2,7%), wilayah kerja PLBN Metamauk sebanyak 4
orang (3,6%), wilayah kerja PLBN Motaain sebanyak 7 orang (6,3%), wilayah
kerja pelabuhan laut Kalabahi sebanyak 2 orang (1.8%), wilayah kerja pelabuhan
laut Lembata sebanyak 2 orang (1,8%), wilayah kerja pelabuhan laut Waingapu
sebanyak 2 orang (1.8%), wilayah kerja Bandara Tambolaka/pelabuhan Laut
Waikelo sebanyak 2 orang(1.8%), wilayah kerja pelabuhan laut Labuan bajo
sebanyak 4 orang (3.6%), wilayah kerja pelabuhan laut Maumere sebanyak 3 orang
(2.7%), wilayah kerja pelabuhan laut Reo sebanyak 2 orang (1.8%), wilayah kerja
pelabuhan laut Ende sebanyak 2 orang (1.8%), dan Pos pelayanan kekarantinaan
kesehatan Larantuka sebanyak 1 orang (0.9%).

Berdasarkan data distribusi pegawai diatas kekuatan KKP Kelas 111 Kupang
dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk dapat melaksanakan
tugas, pokok, dan fungsi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara. Saat ini
Bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara (PLBN) di propinsi Nusa
Tenggara Timur semakin berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor
seperti adanya moda transportasi yang semakin maju dan jumlahnya semakin
bertambah. Selain itu juga, posisi geografis yang strategis yakni terletak antara
negara Australia dan juga negara Timor Leste serta jumlah pulau besar dan kecil
yang banyak memberikan pengaruh terhadap pentingnya peningkatan kemampuan
kinerja SDM ASN KKP Kelas Il Kupang baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan
komposisinya seperti penambahan adanya tenaga medis, penambahan tenaga ahli

laiya dengan perekrutan tenaga yang kompeten dan juga penyelenggaraan diklat
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dalam rangka melaksanakan tugas rutin cegah tangkal/pengendalian penyakit

menular berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara yang

ada di bawah wilayah kerja KKP Kelas 111 Kupang.

Grafik 1.4

Distribusi Pegawai KKP Kelas 111 Kupang Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2019
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Grafik diatas memberikan informasi bahwa persentase pendidikan tertinggi adalah dengan

kategori pendidikan Diploma Il yakni sebesar 29,44%,

dan diikuti dengan kategori

pendidikan S2 vyakni sebesar 9,14%. Potensi pendidikan yang ada dapat mendukung

pencapaian target dari satker KKP Kelas 111 Kupang.

b. Sarana dan Prasarana

Nilai Barang Milik Negara di KKP Kelas 11l Kupang sampai dengan Desember

tahun 2019 sebesar Rp. 90.754.324.000,- namun terjadi penyusutan sebesar Rp.
930.636.530,- sehingga nilai netto menjadi Rp. 66.575.828.679

Tabel 1.1
Posisi Barang Milik Negara (BMN) di KKP Kelas I11 Kupang Tahun 2019
KODE URAIAN JUMLAH
AKUN
NERACA
117111 Barang Konsumsi
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117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0
117114 Suku Cadang 0
117128 Barang Persedian Lainnya u/ Dijual / Rp. 57.348.630
Diserahkan ke Masyarakat
117131 Bahan Baku
117191 Persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-
jaga
117199 Persediaan lainnya Rp. 181.885.000
131111 Tanah Rp. 6.050.535.500
132111 Peralatan dan Mesin Rp. 49.999.749.946
133111 Gedung dan Bangunan Rp. 31.610.574.776
135121 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp. 0
136111 Aset Tetap Lainnya Rp. 0
137111 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0
137211 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 20.889.006.155
166112 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Rp. 931.737.562
Bangunan
166112 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Rp. 1.427.115.074
Operasi Pemerintahan
169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rp. 930.636.530
tidak digunakan dalam operasi
Jumlah Rp. 66.575.828.679

Barang Milik Negara yang mengalami penyusutan diantaranya peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jaringan dan software.

Tabel 1.2
Posisi Barang Persediaan KKP Kelas 111 Kupang Tahun 2019
Kode Uraian Nilai
Persediaan
117111 Barang Konsumsi 0
117113 Bahan Untuk Pemeliharaan 0
117114 Suku Cadang 0
117128 Barang  Persediaan  Lainnya  untuk 57,348,630
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
117131 Bahan baku 0
117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - 0
jaga
117199 Persediaan lainnya 181,885,000
Jumlah 239,233,630
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Posisi barang persediaan di KKP Kelas Il Kupang sampai dengan Desember 2019
sebesar Rp. 239.233.630,- terdiri dari barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahan ke
masyarakat sebesar 57.348.630,- dan persediaan lainnya sebesar Rp. 181.885.000,-.

Tabel 1.3
Rincian Aset Sarana dan Prasarana KKP Kelas 111 Kupang
Tahun 2019
No | Uraian Jumlah Satuan Ket
1 | Luas tanah 7.992 m2
2 | Luas bangunan 3.379 m2
3 | Kend. Roda 2 18 unit (8 unit baik dan 10 rusak
berat)
4 | Kend. Roda 4 26 unit (20 unit baik dan 6 unit
rusak berat)
5 | Kendaraan khusus 1 unit
6 | Alat kesehatan 697 unit
7 | Peralatan kantor 755 unit

Tabel diatas memberikan informasi bahawa asset sarana dan prasarana cukup

mendukung kegiatan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

c. Anggaran
% Anggaran Pengeluaran
Sumber anggaran pengeluaran KKP Kelas 11l Kupang adalah DIPA Tahun
2019 dengan pagu sebesar

Tabel 1.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja
KKP Kelas Il Kupang Tahun 2019

Uraian Tahun Anggaran 2019
Anggaran Realisasi % Realisasi
Anggaran
Belanja Pegawai 9.359.207.000 8.670.050.897 92,64%
Belanja Barang 5.792.131.000 4.505.951.953 77.79
Belanja Modal 5.601.898.000 5.022.578.166 89.66
Jumlah 20.753.236.000 18.198.581.016 87.69
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Tabel 1.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan
KKP Kelas Il Kupang Tahun 2019

No Sumber Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Pembiayaan
1 Rupiah Murni | 20.194.236.000 | 17.864.622.141 88,46%
(RM)
2 PNBP 559.000.000 333.958.875 59,74%
Total 20.753.236.000 | 18.198.581.016

Pagu anggaran KKP Kelas 111 Kupang berasal dari 2 sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni
(RM) dan PNBP. Sumber RM sebesar Rp. 20.194.236.000,- atau 97,30% dari pagu total
dengan realisasi anggaran sebesar 17.864.622.141 (88.46/%) sedangkan yang berasal dari

PNBP vyaitu Rp. 559.000.000,- atau 2.7 % dari pagu dengan realisasi sebesar 333.958.875
(59,74 %).

% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber anggaran penerimaan KKP Kelas 111 Kupang antara lain berasal dari:
buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans
dan penerbitan sertifikat.

Tabel 1.6
Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
KKP Kelas Il Kupang Tahun 2019

No Realisasi Penerimaan Realisasi
Penggunaan
1 Rp., 1.047.450.001 333.958.875

Pada tahun 2019, KKP Kelas Ill Kupang mencapai penerimaan PNBP sebesar Rp.,
1.047.450.001 dengan realisasi penggunaan adalah 333.958.875
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3. Tugas Pokok dan Fungsi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang didasari
oleh Tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam kepmenkes
2348/Menkes/X1/2011 yang pada pokoknya terdiri dari Pelaksanaan kekarantinaan
Pengendalian factor resiko lingkungan, pelayanan kesehatan lintas wilayah dan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Secara umum kegiatan pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang meliputi
hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku

a.  Pelaksanaan kekarantinaan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku

b.  Pengawasan dan pengendalian lingkungan berdasarkan standar yang berlaku

c.  Pelaksanaan surveilans epidemiologi sesuai dengan kaidah yang berlaku

d.  Pelayanan Kesehatan Terbatas dan kesehatan Haji

e.  Pelaksanaan dukungan menejemen yang tertib dan benar.

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
a. Advokasi

Pendekatan kepada para pimpinan atau penentu/pembuat peraturan perundang-

undangan agar dapat memberikan dukungan, kemudahan, perlindungan pada

berbagai upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan
dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi baik formal maupun informal.

. Adanya peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/ Surat
Keputusan/ Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota/PERDA) yang berkaitan
dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

= Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

= Tersedianya anggaran dari pemerintah, Lintas Program, Lintas Sektor, dan lain-

lain.
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b. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), dukungan/bina
suasana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
1) Penyuluhan (KIE)
. Tersedia dan terdistribusinya media KIE
. Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan penyehatan
lingkungan yang mencakup seluruh fase kehidupan dengan berbagai metode, baik
perorangan, kelompok, maupun melalui media massa
2) Bina suasana
Kelompok sasaran lebih ke tingkat operasional secara berjenjang Petugas wilker,
Pelindo, adpel, pelindo, ASDP, LSM, Agen, TKBM, dll
3) Pemberdayaan Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi masyarakat secara optimal
dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berperan sebagai
fasilitator dan regulator kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis masyarakat.

3. Melaksanakan intensifikasi dan inovasi program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area
specific) melalui perencanaan terpadu dan kegiatan terkoordinasi, antara lain:

a. Penyediaan peralatan deteksi dini (skrining) faktor risiko, diagnostik dan
penanggulangan penyakit yang bersifat massal sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan
teknologi.

b. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan
sesuai dengan karakteristik dan sosio-budaya setempat.

C. Perluasan cakupan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit
dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.

d. Pengembangan dan distribusi media KIE tentang pencegahan penanggulangan

penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan bahasa, sosial, dan budaya setempat.
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Pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara
terintegrasi.

4. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia, antara lain dengan melaksanakan

TOT (Training of Trainer), dan berbagai bentuk pelatihan (training) sesuai dengan

kebutuhan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

5. Memfasilitasi terbentuknya dan berperan sebagai regulator jejaring kerja yang terkait dengan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

6. Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik dan penanggulangan

7.

penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas kesehatan baik ketersediaan (sesuai

dengan kebutuhan) maupun manajemennya.

Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita), SKD KLB,

surveilans epidemiologi dan pengembangan sistem informasi.

a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada masyarakat pelabuhan dan bandara.

b. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat khusus. (anak
buah kapal)

c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas kesehatan.

d. Melaksanakan penanganan kasus (penderita) sesuai standar.

e. Melaksanakan surveilans epidemilogi faktor risiko dan kasus terintegrasi dengan
surveilans epidemiologi nasional termasuk surveilans epidemiologi faktor risiko
berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang esensial
serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan

f. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan menggunakan teknologi informasi internet website.

8. Monitoring dan evaluasi

Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan.

Mengembangkan  dan memperkuat sistem pembiayaan pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sharing cost:

Lintas Program, Lintas Sektor, dan sumber dana lainnya).

10. Jejaring Kerja kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I11 Kupang
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Upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk

bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-masing dalam

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk

jejaring, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Tujuan dari jajaring kerja ini adalah:

- Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat dalam
upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

- Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai program pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan

- Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor
risiko penyakit dan penyehatan lingkungan

11. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan, maka perlu
pengembangan dan penguatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
penyakit berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi pada wadah milik

masyarakat yang sudah ada di masing-masing daerah.

Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 11l Kupang terdiri dari 3 Bagian
dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan,
penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
Bagian ini terdiri dari Subbagian Keuangan dan Umum dan Subbagian Program dan
Laporan.

2) Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta
penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan
muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah
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kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Bidang ini terdiri dari Seksi
Pengendalian Karantina dan Seksi Surveilans Epidemiologi.

3) Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
(PRL&KLW) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan dan binatang penular
penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan
pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko
lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Bidang
ini terdiri dari Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit dan Seksi
Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan. Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di
bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra,
vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi,
serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

B. Potensi dan Permasalahan
Potensi pada KKP Kelas Il Kupang, meliputi jumlah SDM sebanyak 110 orang
yang terdiri dari 77 PNS, 33 Honorer, dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi KKP. Selain itu, potensi KKP Kelas 111 Kupang yang memiliki 18 wilayah
kerja yang meliputi semua jenis pintu masuk negara (pelabuhan laut, bandar udara, dan pos
lintas batas darat negara / PLBDN). Dalam pelaksanaan kegiatan, KKP Kupang juga
didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang
keberhasilan pencapaian tugas.
Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat berpotensi
menghambat tercapainya tujuan organisasi, diantaranya:
1) Masih rendahnya kesadaran pelaku perjalananterhadap ketaatan di dalam pengisian E-
HAC (electronic Health alert Card)
Masih banyaknya penumpang yang belum menerapkan E HAC dapat mengakibatkan
tracing kedatangan penumpang tidak maksimal akibat data yang tidak diperoleh atau

data yang tidak benar diberikan pelaku perjalanan dan terjadinya penumpukan pelau
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perjalanan  di kedatangan baik bandra/pelabuhan laut/PLBN. Kelemahan yang
ditemui di lapangan yaitu jaringan internet yang tidak stabil dan bahkan tidak
tersedia, masih adanya pelau perjalanan yang tidak memahami pentinganya pengisian
ehac/HAC manual. Selanjutnya, masih banyak pelaku perjalanan yang belum
memiliki handphone yang support terhadap e HAC, Dinas kesehatan Kabupaten dll
belum memahami fungsi e HAC sebagai tracing, dan sarana dan prasarana pemindai
E HAC masih tidak tersedia dengan baik di wilayah kerja.

2) Dokumen kesehatan terkait pemeriksaan rapid test/PCR bagi pelaku perjalanan tidak
sesuai dengan standar/tidak seragam

Dokumen kesehatan tidak sesuai standar dan laboratorium belum masuk
kedalam jejaring laboratorium nasional, dapat menyebabkan banyak pemalsuan
dokumen hasil laboratorium dan banyak kasus yang reaktif atau positif bisa lolos.
Kelemahannya yaitu petugas kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dokumen hasil
tersebut asli atau tidak, banyaknya pintu masuk di KKP Kelas 11l Kupang, dan
keengganan beberapa petugas KKP menindaklanjuti hasil validasi yang palsu.

Meskipun demikian, ada peluang yaitu mengusulkan kepada lintas sektor
terkait untuk menstandarisasi dokumen hasil pemeriksaan, memberikan pengaman
terhadap dokumen yang dikeluarkan , dan bekerja sama dengan aparat penegak
hukum dalam menindak pemalsuan dokumen dan pelaku perjalanan yang hendak
melaukan kekerasan terhadap petugas KKP Kelas 111 Kupang.

Dalam hal ini tantangan yang ditemukan yaitu digitalisasi dokumen hasil
pemeriksaan kesehatan, Validasi secara online bekerja sama dengan petugas tiket atau
administrator pelabuhan laut/ bandara, dan mengusulkan kepada pusat metode
pengawasan dokumen disesuaikan dengan kondisi kenaikan jumlah pelaku perjalanan
yang terjadi

3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara
rutin (bulanan)

4) Jumlah SDM tidak seimbang dengan jumlah wilayah kerja (18 wilayah kerja) dan
beban kerja yang ada di KKP Kupang.

5) Penyelenggaraan layanan vektor pada KKP Kupang masih belum mencapai target

karena beban kerja yang tinggi di wilayah kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM
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yang bertugas di wilayah kerja, serta adanya sistem SBK pada penganggaran kegiatan
vektor yang kurang sesuai dengan karakteristik di wilayah kerja yang berkepulauan

6) Tingkat kepatuhan yang rendah terhadap RPK dan RPD yang telah disusun sehingga
menyebabkan seringnya dilakukan revisi anggaran / DIPA.

7) Karakteristik wilayah kerja yang berkepulauan, menyebabkan tingginya penyerapan
anggaran untuk biaya perjalanan dinas

8) Kegiatan ketatausahan terkait peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, dan
merujuk pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam
pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN
No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan
pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.
Pada tahun 2019, ASN di KKP Kelas Il Kupang yang telah mencapai 20 JPL masih
dibawah 20% dari jumlah seluruh ASN. Anggaran yang dialokasikan oleh KKP
Kelas 11l Kupang diperuntukkan untuk berbagai pelatihan teknis dan non teknis.
Namun dikarenakan keterbatasan anggaran, pengembangan potensi tidak hanya
melalui diklat namun dapat melalui pelatihan non klasikal lainnya seperti belajar
sendiri, bimbingan di tempat kerja, dan lainnya. Saat ini banyak tersedia webinar, e-
learning dengan fleksibilitas waktu dan dapat dilakukan dari jarak jauh atau secara
online, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Atasan langsung seyogyanya
berkontribusi besar dalam pengembangan ASN yang menjadi bawahannya melalui
monitoring dan evaluasi rutin.

9) Pembangunan Zona Integritas
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, diantaranya
dengan upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja yang merupakan
tuntutan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan dalam
mewujudkan hal ini yaitu paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan Kinerja
instansi pemerintahan yang dinilai masih belum baik. Sehingga diperlukan
peningkatan dan inovasi layanan untuk menjawab hal tersebut. Pada tanggal 07
November 2017, KKP Kelas Ill Kupang mendapat penghargaan wilayah bebas dari
korupsi dari Menteri Kesehatan dengan nomor sertifikat penghargaan adalah
HK.02.02/Menkes/559/2017. Namun demikian, KKP Kupang menerima Kepmenkes
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nomor HK.01.07/Menkes/&9/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang pencabutan
penetapan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Kupang sebagai unit kerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah menerapkan indikator menuju wilayah
bebas korupsi tahun 2017. Pencabutan status implementasi Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) yang dilakukan pada tahun 2020 tersebut oleh karena masih terdapat
kelemahan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya komitmen dalam
mematuhi peraturan dalam hal proses pengadaan.

Pada tahun 2024 diharapkan KKP Kelas 11l Kupang dapat mencapai predikat
Wilayah Bebas Korupsi dan juga wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Potensi yang telah dimiliki oleh KKP Kelas 111 Kupang yaitu tersedianya berbagai
sumber daya, sarana prasarana, dan SDM baik teknis maupun non teknis. Adapun
strategi untuk mencapai WBK/WBBM perlu dilakukan antara lain komitmen dan
teladan dari pimpinan /pejabat sturktural, unit pengadaaan barang dan jasa, dan
seluruh pegawai, tim pembangunan Zona Integritas bertanggung jawab dan
menguasai bidangnya, rencana pembangunan zona integritas yang jelas dan
terstruktur, perubahan pola pikir dan budaya kerja jujur/berintegritas, pemanfaatan
teknologi informasi, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, monev dan tindak

lanjut hasil monev.

Adapun prediksi permasalahan di KKP Kelas 111 Kupang di masa yang akan datang
antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran yang belum optimal dan belum sesuai dengan RPK dan RPD yang
telah disusun.

2. Adanya pandemi penyakit baru yang memaksa adanya perubahan pola hidup baru dan
peningkatan kewaspadaan serta pengawasan lalu lintas orang,barang, dan alat angkut.

3. Jumlah tenaga adminstrasi yang ada saat ini masih kurang, sehingga melakukan tugas
terintegrasi dengan tugas teknis di lapangan, terlebih lagi jika kondisi force majeur

berupa pandemi penyakit masih berlangsung.

Page 17 of 49



Besarnya beban kerja dan luasnya area dengan bentuk kepulauan serta perbatasan
negara yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah SDM di lapangan sehingga
pelaksanaan tupoksi KKP belum optimal.

Kooordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang belum optimal.

Kepemilikan sertifikat Laik Hygiene sanitasi restoran /rumah makan rendah.

Masih ditemukannya vektor dan sampah pada gedung atau bangunan di area pelabuhan
laut.

. Terlambatnya proses pengiriman, pengumpulan data, dan laporan dari wilayah kerja
ke pengelola program

Masih lemahnya monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut.

Page 18 of 49



BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka
telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing,
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan
Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan
struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah
menjabarkan Misi PresidenTahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan
bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan
Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan
dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang sebagai unit pelaksana teknis dibawah
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan

penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

A. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dalam Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Pengelolaan kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il
Kupang memiliki tujuan strategis meningkatnya peengendalian fator resiko di pintu masuk negara

dan meningkatnya tata kelola manajemen di KKP.
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B. SASARAN STRATEGIS
Dalam mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas 111 Kupang yaitu terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dan
wilayah serta meningkatnya tata kelola manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),
sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
yakni sebesar 100% pada tahun 2024
2. Meningkatnya tata kelola manajemen KKP:
a. Nilai kinerja anggaran 95
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 95
c. Kinerja implementasi WBK satker 85
d. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 100%
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BAB I11
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah Kkebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan
permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-
2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran
strategis Ditjen P2P dan sasran strategis KKP Kelas 11l Kupang. Arah kebijakan dan
strategi KKP Kelas Il Kupang yang tercantum dalam Rencana Aksi Program (RAP)
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Tahun 2020-
2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan, strategis pencegahan dan
Pengendalian Penyakit di KKP Kelas 111 Kupang.

Arah kebijakan dan strategi kegiatan yang telah ditetapkan oleh KKP Kelas IlI
Kupang dan dengan adanya dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi, diharapkan
dapat mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan. Berikut
ini adalah arah kebijakan dan strategi kegiatan yang ditetapkan oleh KKP Kelas Il
Kupang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2020-2024 :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan factor risiko penyakit yang
berpotensi terhadap kejadian kedaruaratan Kesehatan Masyarakat (KKM)
Peningkatan dan pengendalian kekarantinaan kesehatan dan surveilans epidemiologi
Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia

o~ DN

Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program dengan lintas sector terkait
dan lintas program di pelabuan laut, Bandar udara, dan Pos lintas batas negara

6. Peningkatan upaya efisiensi pemanfaatan anggaran, serta penigkatan alokasi
pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian sasaran strategis Program
Pencegahan dan pengendalian penyakit

7. Peningkatan pemasukan Pendapatan Negara non pajak (PNBP)
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B. Strategi
Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas Il Kupang
telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian
Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan sentral jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan
dengan lalu lintas regional, nasional, dan internasional, melalui hal sebagai berikut:
- Melaksanakan pertemuan rutin secara informal dengan stakeholders
2. Memperluas cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
3. Meningkatkan kualitas surveilans dan keakuratan pelaporan KLB
4. Meningkatkan pengendalian factor resiko penyakit di pintu masuk Negara (pelabuhan
laut, Bandar udara, dan Pos lintas batas darat Negara), melalui hal sebagai berikut:
- Memperkuat surveilans rutin di pintu masuk negara (pelabuhan laut, bandara, dan
PLBN)
- Melakukan surveilans factor resiko di pintu masuk Negara dan surveilans Covid-
19 di pintu masuk Negara baik pada pelaku perjalanan, alat angkut dan barang
bawaan/cargo.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang adekuat guna kegiatan pengendalaian
- Meningkatan komunikasi resiko dan jejaring kerja dengan lintas sector, lintas
program dan masyarakat
5. Meningkatkan respon kejadian penyakit dan factor risiko
6. Meningkatkan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko,
melalui hal sebagai berikut:
7. Meningkatkan komunikasi dan advokasi ke stakeholders
8. Memperkuat akuntabilitas dan reformasi birokrasi dalam rangka pencapaian WBBM,
melalui hal sebagai berikut:
- Memperkuat sistem pelaporan berbasis teknologi

- Meningkatkan transparansi di dalam penggunaan anggaran
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9. Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN dan tenaga
Pramubakti/kontrak melalui perekrutan ASN baru, menerima ASN yang mutasi, serta
mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis ataupun diklat manajemen.

10. Meningkatkan networking/jejaring kerja, kemitraan/kerjasama lintas sector dan
program di bidang kesehatan baik di Bandar udara, pelabuhan laut dan lintas batas
darat negara

11. Meningkatkan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara,
pelabuhan laut, dan lintas batas darat Negara

12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi, serta bimbingan teknis terhadap
ASN dan pramubakti di seluruh wilayah kerja KKP Kelas 111 Kupang

13. Menyediakan sarana dan prasarana pedukung pencapaian indicator program yang
adekuat

14. Meningkatkan alokasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi diperlukan oleh KKP Kelas Il Kupang guna mendukung
tercapainya sasaran program sebagaimana tercantum pada RAK KKP Kupang Tahun
2020-2024. Dukungan regulasi merupakan kebutuhan yang krusial yakni sebagai dasar
hukum dan landasan di dalam mengimplementasikan seluruh intervensi yang telah
diformulasikan. Hal ini dimaksudkan agar arah implementasi sasaran program tetap di
dalam koridor sebagaimana yang telah ditetapkan serta memiliki aspek perlindungan yang
kuat.

KKP Kelas Il Kupang sebagai salah satu unit penyelenggara tugas pokok dan
fungsi pelaksana pelayanan kekarantinanan kesehatan di pintu masuk negara (Pelabuhan
Laut, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara) berkewajiban menyediakan
pelayanan yang bermutu dan berdaya guna. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang di
peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.
Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, standar operating procedur (SOP)
yang disusun oleh KKP Kelas I1l Kupang juga sangat diperlukan untuk menjamin standar
dan mutu di dalam pelayanan. Hingga saat ini sudah tersedia beberapa regulasi yakni

regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP serta pencapaian
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indicator kinerja KKP dalam periode 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020-2024

adalah sebagai berikut:

1.

Regulasi tentang penyelenggaraan layanan kekarantinaan kesehatandi di pintu masuk
negara (UU No.8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan),

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Regulasi tentang penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Permenkes RI No.45
Tahun 2014)

Regulasi tentang penyelenggaraan haji dan pengawasannya di pintu masuk negara
(UU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah)

Regulasi tentang pengawasan sanitasi di atas kapal/pesawat (Permenkes No.40
Tahun 2015 tentang sertifikat sanitasi kapal)

Regulasi tentang kesehatan lingkungan (Peraturan Pemerintah Rl No. 66 Tahun
2014)

Regulasi tentang pengawasan kualitas air bersih, kelembaban udara, dan kebisingan
udara

Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
(Permenkes No.356/MENKES/PER/IV/2008) dan perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan berdasarkan Permenkes No0.2348/MENKES/PER/XI1/2011 tanggal 22
November 2011.

Berikut ini adalah penjabaran kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal

tercapainya arah kebijakan, dan sasaran strategis Program Pencegahan dan pengendalian

Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas Ill Kupang 2020-2024 serta urgensi dari

kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi, dan pentingnya regulasi

dalam mendukung pencapaian sasaran strategis KKP Kelas 11l Kupang dapat diketahui

pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Kebutuhan Regulasi/SOP dan Urgensinya d KKP Kelas 111 Kupang
No Kebutuhan Regulasi/SOP Urgensi
1 |SOP dalam pengendalian karantina, | Sebagai acuan di dalam pelaksanaan

sanitasi dan dampak risiko lingkungan | pemeriksaan alat angkut agar sesuai
sebanyak 16 SOP dengan UU Kekarantinaan Kesehatan
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dan penerapan sanksi atas pelanggaran
kekarantinaan kesehatan

2 | SOP Surveilans Epidemiologi guna | Sebagai Aspek legal di dalam
Deteksi Dini KKM sebanyak 5 SOP. mengimplementasikan pelayanan
deteksi dini Kejadian Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat (KKM) di pintu

masuk negara

3 | SOP Pengendalian factor resiko, vector | Sebagai pedoman di dalam melakukan

dan binatang penular penyakit sebanyak 4 | pengendalian terhadap temuan factor
SOP resiko di pintu masuk negara
4 | Meninjau kembali dan bila perlu revisi | Dievaluasi ulang mengingat : Adanya
Permenkes 365 tentang Tupoksi KKP Perampingan Birokrasi dan JFU semua
di JFT kan serta adanya pemisahan
beberapa wilker yang akan menjadi
KKP baru yakni KKP Labuan Bajo, dan
beberapa wilker KKP Kupang yang
berada di Pulau Flores akan merger ke
KKP Labuanbajo.

5 | SOP Skrinning pelaku perjalanan Memperjelas alur  penapisan  dan
pedoman tindakan kekarantinaan bagi
pelaku perjalanan

6 |SOP Tindakan penanganan terhadap | Memperjelas kewenangan, hak dan

kejadian pelanggaran kekarantinaan di | tanggung jawab baik pengguna jasa
pelabuhan laut, Bandar udara, dan Pos | transportasi amupun petugas karatina
Lintas Batas Negara (PLBN) kesehatan

7 | Regulasi dalam pencegahan dan pelayanan | Memperjelas dan meminimlisir

kesehatan sebanyak 17 SOP kesalahan penanganan

8 | Regulasi  keuangan dan umuml/terkait | Memperjelas kewenangan dan

dengan upaya peningkatan efisiensi | tanggungjawab mengenai penganggaran

pemanfaatan anggaran di KKP Kelas Ill | yang dibebankan dan komitmen di dalm

Kupang peningkatan  efisiensi  pemanfaatan
anggaran di KKP Kelas 111 Kupang

9 | SOP yang memperkuat penarikan tarif | Menghindari persepsi yang pengguna

transport local petugas dari pengguna jasa | jasa terkait pungutan tidak resmi

10 | SOP peningkatan kompetensi sebanyak 1 | ASN yang mengikuti Diklat melalui

SOP suatu proses seleski obyektif
berdasarkan criteria/penghargaan

11 | Regulasi/SOP dalam program dan laporan | Memperjelas batasan waktu pelaporan

2 SOP

program
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan laut, Bandara dan Pos Lintas Batas
Darat (PLBD) merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Sejak tahun 2014
Indonesia telah mampu melaksanakan Implementasi penuh International Health Regulation
(IHR) 2005, karena hasil evaluasi kapasitasi inti di pintu masuk negara atau Poin of Entry
menunjukan telah memenuhi syarat oleh tim evaluasi. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya
secara optimal core capacities minimal negara dalam mendeteksi, melaporkan dan merespon
suatu kejadian yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
(KKM-MD). Kemampuan negara Indonesia dalam hal impelementasi penuh IHR (2005)
merupakan prestasi tersendiri dalam pembangunan kompetensi dibidang kesehatan, dimana
diantara negara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand sudah menyatakan
Implementasi penuh IHR 2005.

Pada saat ini wilayah pelabuhan laut, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD)
tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi
sudah berkembang menjadi sentra industri, pusat perdagangan, dan tempat wisata dan
kemajuan zaman akan meningkatan aktivitas tinggi dalam pergerakkan pesawat/kapal
laut/kendaraan darat, barang maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat meningkatkan
faktor resiko penyakit dan mempercepat penyebaran penyakit antar negara maupun antar
daerah khususnya ditengah situasi pandemic Covid-19 dimana Indonesia khususnya Propinsi
Nusa Tenggara Timur juga terdampak dengan Kasus Covid-19 yang trend nya terus
meningkat secara signifikan.

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas 11l Kupang pada dasarnya adalah dalam rangka
cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara wilayah pelabuhan laut, Bandara dan Pos
Lintas Batas Darat (PLBD) melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit.
Memperhatikan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Pencegahan dan Pengendalan
Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis
sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka

pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas I11 Kupang tahun 2020-2024.
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A. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara
berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
KKP Kelas Il Kupang 2020-2024

No

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Indikator

Meningkatnya

pengendalian faktor
resiko  di  pintu
masuk negara dan
meningkatnya  tata
kelola

KKP

manajemen

Meningkatnya  pelayanan

kekarantinaan  di  pintu
masuk negara dan wilayah
sebesar 100% pada tahun

2024

. Jumlah

pemeriksaan
orang, alat angkut, barang
dan lingkungan sesuai
kekarantinaan
kesehatan 40.672 pada
akhir tahun 2024.

Persentase faktor

standar

risiko
penyakit dipintu masuk
yang dikendalikan pada
orang, alat angkut, barang
dan lingkungan sebesar
100 % pada akhir tahun
2024,

Indeks Pengendalian
Faktor Risiko di pintu
masuk negara sebesar

100% pada akhir tahun
2024,

Nilai kinerja  anggaran
sebesar 95 pada akhir
tahun 2024.

Persentase tingkat
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kepatuhan  penyampaian
laporan keuangan sebesar
95 pada akhir tahun 2024.

6. Kinerja implementasi
WBK  satker sebesar 85
pada akhr tahun 2024.

7. Persentase  Peningkatan
kapasitas ASN sebanyak
20 JPL sebesar 100 %.

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan
Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja
Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-
2024.

Sasaran KKP Kelas Il Kupang adalah meningkatnya factor resiko penyakit di pintu
masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah:

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan Sesuai Standar
Kekarantinaan Kesehatan
Di masa pandemic Covid -19 ini, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan sangatlah
banyak dan melebihi target yang telah ditetapkan dari semula, dan perlu dilakukan revisi
jumlah targetnya. Hal ini dikarenakan semua pelaku perjalanan, alat angkut, barang
bawaan/cargo dan lingkungan wajib dilakukan pemeriksaan secara ketat guna
meminimalisir persebaran Covid-19 lebih luas lagi ke masyarakat sehingga kasus
konfirmasi Covid-19 juga dapat dikendalikan jumlahnya. Kegiatan yang dilakukan dalam
indikator pertama ini terdiri dari:
a. Pemeriksaan/Penapisan orang
1) Pemeriksaan setiap pelaku perjalanan dan Pengawasan dokumen kesehatan, serta

penanganan pelaku perjalanan di masa Pandemi Covid 19
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2)

3)

Pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen kesehatan setiap pelaku perjalanan
dilakukan terhadap keberangkatan dan kedatangan pelaku perjalanan baik
internasional maupun domestic di seluruh wilayah kerja KKP Kelas 11 Kupang
dan, yang menyesuaikan dengan syarat pelaku perjalanan dan memperhatikan
regulasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat atau pemerintah propinsi
diluar NTT.

Skrining Pelaku perjalanan dengan memeriksa suhu tubuh semua pelaku
perjalanan atau pengunjung pelabuhan/Bandara/PLBN

Pengawasan suhu tubuh merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas orang dari
negara/daerah terjangkit khususnya terhadap Covid-19. Skrining suhu tubuh
dilakukan dengan menggunakan bantuan alat thermogun atau thermalscanner.
Apabila terdapat pelaku perjalanan/pengunjung ataupun petugas di seitar
pelabuhan laut/bandara/PLBN yang terdeteksi suhu > 38°C maka diarahkan ke
ruang wawancara khusus (Holding Room) di terminal kedatangan internasional
dan mempersiapkan formulir Risk Assesment lalu membuat kesimpulan dari hasil
wawancara apakah pelaku perjalanaan tersebut berisiko atau tidak.

Selanjutnya penumpang diberikan Health Alert Card (HAC) atau Kartu
Kewaspadaan Kesehatan manual diberikan kepada pelaku
perjalanan/crew/ABK/Nahkoda kapal yang datang dari Negara/daerah zona
merah/terjangkit terhadap Covid-19, dan wajib diisi oleh penumpang dan crew
tersebut. HAC merupakan alat kontrol yang dapat memberikan keterangan
mengenai gambaran pelaku perjalanan selama 14 hari ke belakang untuk dapat
ditelusuri riwayat pelaku perjalanan. HAC juga dapat dengan menggunakan HAC
elektronik, kan tetapi umumnya pelaku perjalanan tidak mempunyai fasilitas
Handphone android ataupun Pulsa data yang memadai, serta pengetahuan juga
ketaatan yang baik untuk mengisi HAC elektronik tersebut.

Pemeriksaan khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Nusa Tenggara Timur merupakan propinsi yang banyak megirimkan tenaga kerja
ke luar negeri. Di masa pandemic Covid-19 ini, banyak yang kembali lagi ke
tanah aiar/daerah asalnya. Maka, dalam rangka peningkatan kewaspadaan

terhadap pandemi Covid-19, pengawasan dokumen /pemeriksaan rapid test
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4)

5)

antibodi pada pelaku perjalanan/nahkoda/ABK Kapal yang dilakukan di atas
kapal laut dan bagi yang menunjukkan gejala dan/atau berisiko tinggi pada awak
kapal laut/pesawat/PLBN dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum
membawa dokumen hasil PCR negatif akan dilakukan rujukan untuk ditindak
lanjuti. Pemeriksaan rapid test antibodi ini dilakukan dalam upaya skrining cegah
tangkal masuknya Covid-19 di Propinsi NTT.

Tracing kasus konfirmasi/Suspek/ODP/PDP

Pemeriksaan suhu tubuh penumpang dan personil serta pengawasan HAC,
pengawasan suhu tubuh dengan menggunakan thermoscanner atau thermogun
merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas orang dari negara terjangkit.
Apabila terdapat penumpang yang terdeteksi suhu > 38°C maka diarahkan ke
ruang wawancara khusus (Holding Room) di terminal kedatangan internasional di
bandara dan di pelabuhan laut/di PLBN di ruang wawancara/klinik dan
mempersiapkan formulir Risk Assesment lalu membuat kesimpulan dari hasil
wawancara apakah penumpang tersebut berisiko atau tidak. Bila beresiko aka
akan dilakuan tindakan khusus/isolasi/rujukan. Selanjutnya penumpang diberikan
Health Alert Card (HAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan manual diberikan
kepada penumpang dan crew yang datang dari Negara terjangkit dan wajib diisi
oleh penumpang dan crew tersebut. HAC merupakan alat kontrol yang dapat
memberikan keterangan mengenai gambaran pelaku perjalanan selama 14 hari ke
belakang untuk dapat ditelusuri riwayat pelaku perjalanan tersebut.

Skrining penyakit menular langsung (TB dan HIV) di pelabuhan
laut/bandara/PLBN

Skrining untuk pengendalian penyakit menular langsung meliputi TB dan HIV
AIDS adalah pemeriksaan orang-orang asimptomatik untuk mengklasifikasikan
mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap
penyakit. Dengan adanya kegiatan skrining, masyarakat dapat mengetahui terlebih
dahulu apakah ia terkena suatu penyakit atau tidak melalui beberapa proses.
Sehingga masyarakat dengan mudah melakukan tindakan pencegahan terhadap
penyakit tersebut. Kegiatan ini dilaukan baik di pelabuhan laut bandara, dan juga
PLBN di wilayah kerja KKP Kelas I11 Kupang.
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6) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (Icv,
surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat)
Penerbitan dokumen kesehatan berdasarkan permintaan / permohonan pasien
yang berkunjung ke wilayah kerja pelabuhan laut/bandara/PLBN di KKP Kelas
I11 Kupang . Dokumen kesehatan yang diterbitkan berupa ICV, surat laik terbang,
surat sehat, sertifikat sehat, surat izin angkut jenazah.
7) Surveilans Migrasi Malaria
Beberapa wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah
endemis terhadap malaria, dan KKP Kelas Il Kupang turut mendukung
pelaksanaan program eliminasi malaria melalui kegiatan pemeriksaan malaria
pelaku perjalanan di pintu masuk negara yakni kegiatan surveilans migrasi
malaria.
b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina
1) Jumlah pesawat , kapal laut, kendaraan darat
Jumlah pesawat yang diperiksa melalui dokumen Health Part Aircraft General
Declaration (HPAGD), jumlah kapal laut yang dilakukan pemeriksaan (maritime
declaration of health/MDH), dan kendaraan darat yang dilakukan pemeriksaan di
PLBN  melalui dokumen ground handling declaration of health (GCDH).
Pemeriksaan HPAGD, MDH, dan GCDH merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen
kesehatan pesawat yang diisi oleh flight attendant/pramugari, driver, dan nahkoda,
berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuannya adalah untuk
mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan
dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau
dengan mengamati Gendec yang didapat dari flight attendant.
2) COP
COP adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada setiap pesawat/kapal laut
yang datang dari luar negeri/dari daerah terjangkit. Dimana dokumen free pratique
diberikan jika setelah pemeriksaan pesawat/kapal laut oleh tim dari Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 111 Kupang dinyatakan pesawat/kapal laut bebas

dari faktor risiko penyakit menular dan penyakit potensial wabah.
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3)

Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal

Kegiatan dilakukan dengan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap kapal laut yang
diperiksa. Kapal laut dengan hasil inspeksi baik akan diterbitkan sertifikat sanitasi
kapal laut, sedangkan kapal laut dengan hasil inspeksi tidak baik atau tidak
memenuhi persyaratan kesehatan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan
penyehatan. Setelah Tindakan penyehatan dilakukan diterbitkan sertifikat sesuai
tindakan yang dilakukan (Sertifikat Hapus Serangga dan atau Sertifikat
Desinfeksi/desinseksi/fumigasi, dll).

c. Pemeriksaan barang

1)

2)

3)

Pemeriksaan Barang Bawaan

Pengamatan dan pemeriksaan barang meliputi jenis, volume, kelayakan kesehatan,
dan kandungan barang yang terkait faktor risiko kesehatan.

Pemeriksaan jenazah/abu/kerangka guna penerbitan doumen karantina surat ijin
angkut jenazah (SIAJ)

Pemeriksaan sampel specimen/barang cargo

Pengawasan sampel spesimen berupa untuk dicek ke laboratorium rujukan, dan juga

pengawasan barang cargo di pelabuhan laut/bandara/PLBN.

d. Pemeriksaan lingkungan

1) Pemeriksaan Sanitasi Tempat-tempat umum (TTU)

2)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan
dengan menugaskan tim inspeksi/petugas KKP yang berada di wilayah kerja
masing-masing ke lapangan. dengan cara untuk melakukan pemeriksaan fisik
berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi Gedung/bangunan dan lingkungan.
dan menyampaikan . Hasil pemeriksaan disampaikan pada pihak-pihak yang terkait
untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Pemeriksaan sanitasi TPP dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higiene bahan
makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian
makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah
juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan

terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan
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penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan. Hasil
pemeriksaan disampaikan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan

dan tindak lanjut.

2. Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan
Lingkungan
Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan
orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. Faktor risiko tersebut diantaranya :
1) Faktor Risiko Orang :

- Penemuan dokumen kesehatan pelaku perjalanan yang tidak valid

- Personil dan pelaku perjalanan dengan suhu melebihi 38°C atau terdapat risiko
kesehatan lain yang berpotensial Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lain
- Kondisi kesehatan pelaku perjalanan tidak laik terbang
- Penemuan kasus TB dan HIV positif
2) Faktor Risiko Alat Angkut :
- Pesawat/kapal laut/kendaraan darat yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- Pesawat/kapal laut/kendaraan darat yang datang dari daerah/negara terjangkit
3) Faktor Risiko Barang :

- Barang yang berisiko kesehatan
4) Faktor Risiko Lingkungan :
- Tempat-Tempat Umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- Tempat Pengelolaan Pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam indikator kedua ini terdiri dari :
a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang
1) Pencegahan dan penindakan kekarantinaan kesehatan untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan ICV bagi calon jemaah haji/umroh yang tidak valid.
Penindakan terhadap ICV yang tidak valid dilakukan apabila dalam pengawasan
ditemukan buku ICV yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal
ini ICV dikatakan tidak valid dengan 3 kriteria yaitu buku tersebut tidak asli, atau buku
tersebut telah habis masa berlakunya atau buku tersebut asli tetapi calon jemaah haji

tidak/belum divaksin.
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2) Menindaklanjuti dugaan dokumen kesehatan pelaku perjalanan yang tidak valid.
3) Wawancara dan penyelidikan epidemiologi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan

suhu penumpang lebih dari 38 °C. Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan faktor
risiko penyakit pada pelaku perjalanan dengan suhu >38° C melalui Thermal Scanner,
atau thermogun dan dilakukan observasi lanjutan kepada pelaku perjalanan tersebut
dengan dilakukan pemeriksaan tambahan serta dilakukan wawancara tentang riwayat
penyakit dan riwayat perjalanan nya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan SOP. Apabila
terdeteksi maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan atau diisolasi sesuai
dengan jenis penyakit KKM nya. Sesuai SOP saat observasi akan ada 3 kemungkinan
yaitu suspect, probable dan konfirmasi. Masing-masing kasus ada penatalaksanaan
sesuai SOP penemuan kasus.
4) Koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten atau
Puskesmas yang terdekat dengan wilayah kerja KKP Kelas Il Kupang untuk
menindaklanjuti hasil screening HIV dengan hasil positif.

5) Koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil

screening TB dengan hasil positif.
8) Menerbitkan rekomendasi surat tidak laik terbang terhadap penumpang yang tidak

memenuhi persyaratan laik terbang.

b) Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

1) Dekontaminasi
Dekotaminasi atau pembersihan terhadap cemaran mikroorganisme berbahaya yang
ditemukan di pesawat seperti muntahan, bahan kimia, zat radioakif dan atau
mikroorganisme menular lainnya.

2) Desinfeksi
Desinfeksi atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan untuk
menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini
terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan
penyakit.

3) Desinseksi
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Desinseksi atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat
angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau

keberadaan serangga di dalam pesawat.

c) Faktor risiko yang dikendalikan pada barang
Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat. Tindak lanjut ini dapat berupa
tindakan desinfeksi maupun dekontaminasi terhadap barang-barang yang tidak memenuhi
syarat kesehatan dan dianggap mempunyai faktor risiko penyakit yaitu barang-barang dari
penumpang yang terkonfirmasi kasus.
d) Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU dan TPP)
1) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan
kepada pihak penyelenggara TTU, dan atau TPP
2) Koordinasi dengan lintas sektor baik melalui surat ataupun pertemuan untuk
menindaklanjuti hasil inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Tempat

Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara
Kegiatan yang dilakukan dalam indikator ketiga ini yaitu:
a) Kelengkapan Data Surveilans
Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di wilayah erja P
Kelas 11l Kupang dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari poliklinik KKP
dan non KKP KKP Kelas Il Kupang yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

b) Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam
Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) untuk
mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko KKM
tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau
sebagai masukkan bagi administrator masing-masing wilayah Kkerja Pelabuhan
laut/Bandara/PLBN dan dapat juga berupa masukkan/usulan bagi Instansi Pusat
(Ditjen P2P Kemkes RI).
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c) Penyusunan Rencana Kontijensi
Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi
wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontijensi. Tujuan dari dibuatnya
Rencana Kontijensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di
lingkungan Pelabuhan laut/bandara/PLBN yang meruapkan wilayah kerja KKP Kelas
1l Kupang dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of
International Concern/PHEIC).

d) Indeks Pinjal <1
Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan
pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks
pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya
upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan laut/bandara/PLBN di
wilayah kerja KKP Kelas 111 Kupang adalah bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian
vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian
dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi

tikus dan pinjal.

HI perimeter =0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh
rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah
perimeter harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap

lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles
dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada
berbagai macam genangan air. Persyaratan di sekitar lingkungan seluruh wilayah kerja

KKP Kelas Il Kupang tidak ditemukannya larva Anopheles
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Kepadatan Kecoa Rendah

Kecoa merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoa
dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoa seperti rumah
makan/depot, gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk
Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendalianya. yaitu jumlah populasi

kecoa blatella germanica < 2 ekor (kategori rendah).

Kepadatan Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat
yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan
populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu
sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka
kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah

atau tidak menjadi masalah.

Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di seluruh
wilayah kerja KKP Kelas 11l Kupang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan
menugaskan tim inspeksi/petugas KKP Kelas 111 Kupang yang berada di wilayah kerja
ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil
pemeriksaan ke kantor induk secara rutin dan juga pada pihak-pihak yang terkait untuk

dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat

Tempat Pengelolaan Pangan atau TPP terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah
Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPP terdiri dari dua kegiatan yaitu
pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat
dan usap tangan).

Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air bersih di seluruh wilayah kerja di KKP Kelas Il Kupang

dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk
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uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor
492/Menkes/PER/IVV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan
dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan
seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan kapal laut,

masyarakat pelabuhan, dan air yang langsung diminum (drinking water).

4. Nilai Kinerja Anggaran
Nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu
biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan.
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi
SMART DJA oleh Kementerian Keuangan . Adapun variabel yang diukur adalah antara
lain:
- Capaian keluaran
- Penyerapan anggaran
- Efisiensi

- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan pengukuran kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan
keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi. Definisi
operasional indikator ini yaitu Nilai IKPA yang telah terhitung otomatis pada menu
MONEVPA di aplikasi OM SPAN. IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas
Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan
kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian
Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di

nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%
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6. Kinerja implementasi WBK satker

Nilai yang diperoleh dari evaluasi implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang dilakukan secara self assessment.
Kegiatan yang dilakukan dalam indikator keenam yaitu:

- Penyusunan rencana program dan anggaran

- Pemantauan dan evaluasi program kegiatan

- Pengelolaan kepegawaian

- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

- Pengelolaan arsip

- Layanan humas

- Pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit, dan persiapan assessment

penilaian WBK/WBBM tahun 2024
- Evaluasi dan penataan organisasi tatalaksana

- Upaya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Oleh karena di masa pandemic Covid-19 ini, maka target semula adalah sebesar 80%
diturunkan menjadi 45% karena semua kegiatan banyak yang terhenti dan bahkan hampir
total atau yang dikenal dengan “pembatasan social berskala besar “atau yang dikenal
dengan istilah PSBB. Semua aktivitas ini dibatasi oleh karena situasi pandemic Coovid
dengan tatanan new normal, dan mengikuti protocol kesehatan semua aktivitas yang ada
khususnya mengurangi kerumunan/harus physical distancing atau jaga jarak.

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang
dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat
dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi ASN dapat
diperoleh dari :

a. Pendidikan
- Tugas Belajar
- 1zin Belajar

b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas
- Pelatihan Sktruktural/Diklat PIM

- Pelatihan Manajerial
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- Pelatihan Teknis
- Pelatihan Fungsional

- Pelatihan Sosial Kultural

- Seminar/Konferensi

- Workshop/Lokakarya

- Kursus

- Penataran

- Bimbingan Teknis

- Sosialisasi

c. Pelatihan non Kklasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas
- Coaching
- Mentoring

- E-learning
- Pelatihan Jarak Jauh
- Datasering
- Pembelajaran Alam Terbka (Outbond)
- Patok Banding
- Pertukaran PNS dengan pegawai swasta
- Belajar mandiri
- Komunitas Belajar
- Bimbingan di tempat kerja

- Magang/praktik kerja
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KKP Kelas 11l Kupang

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas

dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Sasaran Program
(Outcome)/SasaranKegiata
n (Output)/Indikator

Tabel 4.2

Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

1

Jumlah pemeriksaan
orang, alat angkut, barang
dan lingkungan sesuai
standar kekarantinaan
kesehatan

17.000.
000

1.616.067

36.891

38.735

40.672 | 673.801.000

707.491.050

742.865.603

780.008.883

819.009.327

Persentase faktor risiko
penyakit dipintu masuk
yang dikendalikan pada
orang, alat angkut, barang
dan lingkungan

90%

95 %

97%

98 %

100 % | 733.196.000

769.885.800

808.348.590

848.766.020

891.204.320

Indeks Pengendalian
Faktor Risiko di pintu
masuk negara

85%

90

94

97

100% | 1.353.042.000

1.420.694.100

1.491.728.805

1.566.315.245

1.644.631.00
8

Nilai kinerja anggaran

80

83

85

90

95 200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Persentase tingkat
kepatuhan penyampaian
laporan keuangan

80 %

93

93.5

94

95 20.000.000

20.500.000

21.000.000

21.500.000

22.000.000

Kinerja implementasi
WBK satker

70

72

75

80

85 5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

Persentase Peningkatan
kapasitas ASN sebanyak
20 JPL

45%

82

85

90

100 15.300.000

15.800.000

16.100.000

16.600.000

17.100.000
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BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN. DAN PELAPORAN
Pemantauan dari setiap indikator Kinerja dilakukan oleh masing-masing seksi setiap bulan
dan triwulan, serta semesteran. Dari hasil pemantauan yang dilakukan dapat diketahui sejauh
mana progres dari pencapaian setiap indikator kinerja. Penilaian setiap indikator Kinerja
dilihat dari definisi operasional kegiatan, cara perhitungan target dan hasil yang telah dicapai.
Sumber data untuk pelaporan berasal dari:
1) Program Seksi PK & SE
2) Program Seksi PRL& KLW
3) Program Sub bagian tata usaha
4) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tenau
5) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bolok
6) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Rote
7) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Waingapu
8) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo
9) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Reo
10) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ende
11) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Maumere & Pos Pelayanan Larantuka
12) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lembata
13) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kalabahi
14) Wilayah Kerja Bandara Udara Tambolaka/Pos Pelabuhan Laut Waikelo
15) Pos Bandara El Tari Kupang
16) Wilayah Kerja PLBN Motaain
17) Wilayah Kerja PLBN Napan
18) Wilayah Kerja PLBN Metamauk
19) Wilayah Kerja PLBN/Pelabuhan Laut Wini

Page 42 of 49



Pemantauan dan Penilaian Indikator Kinerja

Tabel 5.1

No Indikator Cara Perhitungan Jadwal
Pelaporan

1 | Jumlah Pemeriksaan | Akumulasi jumlah Setiap
orang, alat angkut, barang | pemeriksaan/penapisan orang, Bulan
dan lingkungan pemeriksaan alat angkut,

pemeriksaan barang, dan
pemerisaan lingkungan dalam
kurun waktu satu tahun.

2 | Persentase factor resiko | Persentase jumlah faktor resiko Setiap
yang dikendalikan pada | yang ditemukan pada indikator Bulan
orang, alat angkut, barang | nomor 1 vyang dikendalian
dan lingkungan (Indikator Jumlah Pemeriksaan

orang, alat angkut, barang dan
lingkungan)

3 | Indeks Pengendalian fator Rata-rata persentase capaian Setiap
resiko di pintu masuk masing-masing sub indikator Bulan
negara terhadap target yang telah

ditetapkan
4 | Nilai Kinerja Anggaran Nilai kinerja anggaran yang sudah Setiap
dihitung secara otomatis pada Bulan
menu dashboard aplikasi e-monev
dari  Kementerian  Keuangan
yakni SMART DJA

5 | Nilai Indiator Pelaksanaan | Nilai IKPA yang sudah terhitung Setiap

Anggaran secara otomatis pada menu Bulan
MONEVPA di aplikasi OM
SPAN

6 | Kinerja Implementasi | Nilai Evaluasi terhadap Setiap
WBK Satker komponen  pengungkit  dan Bulan

komponen hasil indikator WBK

7 | Persentase  Peningkatan | Jumlah  ASN  vyang telah Setiap
Kapasitas ASN sebanyak | mengikuti peningatan kapasitas Bulan
20 JPL sebanyak 20 JPL dibagi dengan

jumlah seluruh ASN dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 11 Kupang
Tahun 2020 - 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua seksi dan wilayah
kerja di Lingkungan KKP Kelas 111 Kupang dalam melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan
penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2020 - 2024). Kegiatan yang
dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 Kupang tahun 2020 - 2024 berdasar pada
Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya
menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di
seluruh wilayah kerja KKP Kelas 111 Kupang.

Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa dengan maksud hasil pencapaiannya
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kelas
1l Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi RAK KKP Kelas Il Kupang sesuai
dengan perkembangan, perubahan zaman, dan dinamika perkembangan pembangunan

kesehatan.
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Lampiran

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

SASARAN

NO KEGIATAN NO | INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya 1 | Jumlah pemeriksaan Kepala Kepala Seksi PKSE,
Pelayanan orang, alat angkut, KKP Kelas | Pengelola Program :
Kekarantinaan di barang dan lingkungan I11 Kupang | i. Pengelola Program
Pintu Masuk sesuai standar TTU/TPM
Negara dan kekarantinaan kesehatan ii. Pengelola Sinkarkes
Wilayah iii. Pengelola KLB
2 Persentase faktor risiko Kepala Kepala Seksi PKSE
penyakit dipintu masuk KKP Kelas | Kepala Seksi PRL &
yang dikendalikan pada | 11l Kupang | KLW
orang, alat angkut,
barang dan lingkungan
3 Indeks Pengendalian Kepala Kepala Seksi PKSE
Faktor Risiko di pintu KKP Kelas | Kepala Seksi PRL &
masuk negara Il Kupang | KLW
2 Meningkatnya 4 Nilai kinerja anggaran Kepala Kasubag TU, Pengelola
dukungan KKP Kelas | program, pengelola
Manajemen dan I11 Kupang | anggaran, petugase-
Pelaksanaan Tugas monev Smart DJA,
teknis lainnya 5 Persentase tingkat Kepala Kasuba TU, Pengelola
pada program kepatuhan penyampaian | KKP Kelas | anggaran, Pejabat
pencegahan dan laporan keuangan Il Kupang | fungsional keuangan,
pengendalian petugas MONEVPA
penyakit 6 | Kinerja implementasi Kepala Kasubag TU, Tim
WBK satker KKP Kelas | Pembangunan Zona
I11 Kupang | Integritas
7 Persentase Peningkatan Kepala Kasubag TU, Pejabat
kapasitas ASN sebanyak | KKP Kelas | Fungsional
20 JPL Il Kupang | Kepegawaian
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MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 — 2024

NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN TARGET
(DO) 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
1 Jumlah Jumlah pemeriksaan penapisan 17.000.000 | 1.616.067 | 36.891 | 38.735 | 40.672
pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan [1 Pemeriksaan/ Penapisan
orang, alat | lingkungan yang dilakukan orang
angkut, ~ barang 2. Pemeriksaan alat angkut
dan lingkungan sesuai standar karantina
sesuai standar 3. Pemeriksaan Barang
kekarantinaan
kesehatan 4. Pemeriksaan  Lingkungan
{TTU, TPM}
2 Persentase faktor | Faktor risiko yang dikendalikan 90% 92,5 % 95% 97,5% | 100 %
risiko  penyakit | berdasarkan temuan pada |7 Faktor Risiko yang
dipintu masuk | indikator no.1 dikendalikan pada orang
yang - 2. Faktor Risiko yang
dikendalikan dikendalikan pada Barang
pada orang, alat 3. Faktor Risiko yang
angkl_Jt, barang dikendalikan pada Alat Angkut
dan lingkungan
4. Faktor Risiko yang
dikendalikan pada Lingkungan
{TTU, TPM}
3 Indeks Didapat penghitungan rata-rata Akumulasi dari parameter/sub | 85% 86 87 88 90
Pengendalian beberapa capaian yang indikator 1-11 antara lain:
Faktor Risiko di | berdasarkan pintu masuk (point | 1.Kelengkapan data  surveilans
pintu masuk | of entry) sampai dengan rekomendasi untuk
negara tiap-tiap jabfung {epid, sanitarian,
entomolog, dokter, perawat, lab}
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2.Jumlah sinyal SKD KLB dan
Bencana yang direspon kurang
dari 24 jam

3.Penyusunan rencana kontigensi

4.Indeks pinjal < 1

5.HI perimeter = 0

6. Tidak ditemukan larva anopheles

7.kepadatan kecoa rendah

8.kepadatan lalat < 2

9.TTU memenuhi syarat

10. TPM laik hygiene

11. Kualitas air bersih memenuhi
syarat kesehatan

Nilai kinerja | E Monev DJA Nilai kinerja anggaran yang sudah | 80 82 83 84 85
anggaran dihitung secara otomatis pada menu
dashboard aplikasi e-monev dari
Kementerian Keuangan  yakni
SMART DJA
Persentase tingkat | OM SPAN Nilai IKPA yang sudah terhitung | 80% 85 90 92 95
kepatuhan secara  otomatis pada  menu
penyampaian MONEVPA di aplikasi OM SPAN
laporan keuangan
Kinerja Dinilai dari self Assesment Nilai Evaluasi terhadap komponen | 70 72,5 75 77,5 85
implementasi pengungkit dan komponen hasil
WBK satker indikator WBK
Persentase ASN yang mendapatkan | Jumlah ASN yang telah mengikuti | 45% 82 85 90 100

Peningkatan
kapasitas ~ ASN
sebanyak 20 JPL

peningkatan kapasitas sebanyak
20 JPL dalam kurun waktu 1
(satu) tahun

peningatan kapasitas sebanyak 20
JPL dibagi dengan jumlah seluruh
ASN dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III KUPANG

DIREKTORAT JENDERAL

JI. Adi Sucipto — Penfui Telp / Fax (0380) 881021 Kupang - NTT

PELABUHAN,

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il KUPANG

NOMOR : HK.02.03/1/ 1896 /2020

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 — 2024 Revisi 3
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl KUPANG

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl KUPANG

Menimbang

Mengingat

a.

= o

wWN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
[l Kupang perlu ada Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas Il Kupang Tahun 2020 — 2024;

Bahwa Rencana Aksi Kegiatan yang dimaksud disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) 2020 — 2024; dan juga memeprtimbangkan situasi
Pandemic Covid-19

Bahwa untuk kelancaran dimaksud perlu ditegaskan dengan
keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il
Kupang Tahun 2020;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 tahun 2018tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang
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Menetapkan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 11l Kupang
Tentang Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas Ill Kupang Tahun 2020 — 2024 sebagaimana tercantum pada
lampiran surat keputusan ini

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il
Kupang Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tercantum pada
lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il
Kupang Tahun 2020 — 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum
kedua berlaku bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Kupang
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il
Kupang Tahun 2020 - 2024, sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pengembangan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas Ill Kupang sampai dengan tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan
dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan :di Kupang
Pada Tanggal . 29 Desember 2020

KEPALA KKP KUPANG

\I\M‘Q
PUTU ALYT SUDARMA, S.KM
NIP. 196507081988031002
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